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KATA PENGANTAR 
 

Segala puji bagi Allah SWT., yang telah memberi limpahan nikmat serta 

taufiq kepada hambaNya. Shalawat serta salam semoga senantiasa 

tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.  

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan karena buku ini bisa 

terselesaikan dan sampai di hadapan para pembaca. Buku Referensi TINDAK 

PIDANA KORUPSI DAN INTEGRITAS yang penulis susun ini, bukanlah 

rumusan final, ia bersifat terbuka untuk diinterprestasi ulang, bahkan Buku ini 

diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi pembaca 

yang tertarik dalam studi hukum pidana korupsi, praktisi hukum, akademisi, 

dan semua pihak yang terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan 

pemahaman yang lebih dalam tentang hukum pidana korupsi, diharapkan kita 

dapat Bersama-sama membangun masyarakat yang lebih bersih, transparan, 

dan berkeadilan. 

Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya 

pemberantasan korupsi, dan semakin memperkuat tekad kita untuk 

menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi.  
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BAB I 
TINJAUAN UMUM  
HUKUM PIDANA 

 

 

 

A. PENGERTIAN TINDAK PIDANA DAN UNSUR-UNSUR 

PIDANA, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA 

Tindak pidana sama pengertiannya dengan peristiwa pidana atau delik. 

Menurut rumusan para ahli hukum, dari terjemahan Straafbaarfeit yaitu suatu 

perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau 

hukum, yang artinya perbuatan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang 

yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pembentukan undang-undang di 

indonesia, straafbaarfeit merupakan istilah dari tindak  pidana. 

Perkataan Feit itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari 

suatu kenyataan” atau een gedeelte van de werkelijkheid, Sedangkan 

straafbaar berarti dapat di hukum, sehingga secara harfiah istilah 

straafbaarfeit dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan 

yang dapat dihukum”. Hal tersebut sangatlah tidak tepat karena dapat 

diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai 

pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan atau tindakan1 

Oleh karena itu, pembentuk undang-undang kita tidak memberikan suatu 

penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan 

straafbaarfeit, maka timbulah beberapa pendapat para ahli tentang apa 

sebenarnya yang dimaksud dengan straafbaarfeit tersebut. 

 
1  Drs. P.A.F Lamintang, SH, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Sinar 

Grafika, Jakarta, 2014, hlm 181. 
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BAB II  
TINDAK PIDANA KORUPSI: 

DEFINISI, JENIS, UNSUR, DAN 
IMPLIKASINYA TERHADAP 

BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN 
 
 

 

 

Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat pada realitanya 

masih memiliki segelintir permasalahan yang harus segera diselesaikan secara 

masif. Segala problematika yang melekat pada negara tidak boleh terjadi 

pembiaran karena hal ini akan berimplikasi terhadap pembangunan dan 

kesejahteraan masyarakat. Salah satu masalah serius yang sedang dihadapi 

oleh Indonesia adalah korupsi. Masalah ini masih menjadi momok yang begitu 

menakutkan karena dampak yang dihasilkan mampu meruntuhkan pondasi 

cita-cita negara. 

Korupsi harus segera diselesaikan dari akar-akarnya. Tidakhanya 

mengandalkan pemerintah saja, namun diperlukan upaya kolektif dari seluruh 

elemen masyarakat. Sikap gotong royong sebagai cerminan sila-sila dalam 

Pancasila menjadi kekuatan untuk memberantas korupsi baik melalui upaya 

pencegahan maupun penindakan. Sebelum melakukan aksi nyata dalam 

memerangi korupsi, penting untuk dipahami terkait konsepsi korupsi itu 

sendiri.  

Perlu diketahui bahwa korupsi tidak memiliki batasan konseptual. 

Menyusun batasan konseptual guna memahami esensikorupsi tidaklah mudah, 

karena kompleksitas beragam aspek yang tersirat dalam perilaku korupsi itu 
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BAB III 
PERBUATAN YANG 

MENIMBULKAN KERUGIAN 
NEGARA YANG MERUPAKAN 

TINDAK PIDANA KORUPSI 
 

 

A. KEUANGAN NEGARA DAN KERUGIAN NEGARA 

Keuangan negara berdasarkan Pasal 1 UU No. 17 Tahun 2003 perihal 

Keuangan Negara34 yakni dana negara dapadimaknai sebagai bentuk 

 
34 Pasal 43 A. (1) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan, 

diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan maksimum pidana 

penjara yang menguntungkan bagi terdakwa diberlakukan ketentuan dalam Pasal 5, 

Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang ini dan Pasal 

13Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang  

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi..(2) Ketentuan minimum pidana penjara 

dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang ini dan 

Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum 

berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi.(3) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang ini 

diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan 

mengenai maksimum pidana penjara bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang 

dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 12 A ayat (2) Undang-undang ini.Dalam BAB VII sebelum Pasal 44 

ditambah 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 43 B yang berbunyi sebagai berikut: 
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BAB IV  
PEMBUKTIAN, ALAT BUKTI, 

PENYIDIKAN DAN 
PENUNTUTAN TINDAK 

PIDANA KORUPSI 

 

 

 

A. PEMBUKTIAN DAN SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA 

KORUPSI 

Pembuktian Menurut Darwan Prints, yang dimaksud pembuktian adalah 

bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang salah 

melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya49. 

Hari Sasangka dan Lily Rosita memberikan definisi hukum pembuktian 

adalah ”merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-

macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam 

pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan alat bukti tersebut serta 

kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian50 

Rusli Muhammad pembuktian dalam hukum acara dapat diartikan 

sebagai suatu upaya mendapat keterangan – keterangan melalui alat – alat 

bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya 

 
49 Darwian Print “ Hukum Acara pidana, Djambatan , Jakarta 2002, hlm 133. 
50 Hari Sasongko, Lilik Rosita , Hukum pembuktian Perkara Pidana , Mandar Madju, 

Bandung 2003 , hlm 10 
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BAB V  
ROLE MODEL 

NEGARA/DAERAH/INSTANSI 
ANTIKORUPSI 

 

 

 

Fenomena tindak pidana korupsi di negara Indonesia semakin hari 

semakin meluas, dilakukan oleh pejabat dari berbagai level hingga pemerintah 

daerah, sistematik dan terorganisir dengan melanggar hak-hak ekonomi, sosial 

masyarakat dan menggoyahkan sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Tindak pidana korupsi tidak melulu dapat terjadi di lingkungan birokrasi atau 

pemerintahan sebuah negara. Namun, lebih jauh, korupsi dapat dilakukan oleh 

siapa saja dan dalam bentuk apapun. 

Di Negara tempat berkembangnya K-Pop dan K-Drama yakni Korea 

Selatan, bagi siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi akan dihukum 

berat dan dikucilkan, bahkan oleh keluarganya sendiri. Di negara Jerman, 

koruptor akan dihukum seumur hidup dan diminta untuk mengembalikan 

seluruh harta hasil korupsi. Di negara Amerika Serikat (USA), koruptor akan 

dipenjara minimal 5 (lima) tahun dan dijatuhi denda. Bahkan untuk kasus 

berat, koruptor bisa saja diusir dari negara Amerika Serikat (USA). Di negara 

Arab Saudi dilakukan sesuai dengan hukum Islam (Islamic law), yakni dengan 

hukuman pancung dengan persepsi semua kejahatan sudah diatur Allah SWT 

di dalam syariat Nya. Di negara tentangga (jiran) Malaysia mengatur hukuman 

bagi koruptor dengan hukum gantung, Di negara Singapura koruptor di hukum 

mati sama dengan di negara Republik Rakyat Cina (RRC), siapapun yang 

terbukti melakukan korupsi lebih dari 100.000 yuan atau senilai Rp. 214 juta 
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BAB VI  
INTEGRITAS DAN  

NILAI-NILAI ANTIKORUPSI 
 

 

 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Korupsi terjadi ketika tidak ada nilai-nilai antikorupsi yang ditanamkan 

dalam diri kita.Melalui pembiasaan dan pengembangan nilai-nilai antikorupsi 

diharapkan kita sebagai manusia akan memiliki kendali diri terhadap 

pengaruh buruk lingkungan.Apabila kita mampu mengendalikan pengaruh 

buruk yang muncul dari lingkungan maka kita akan mampu menghindarkan 

diri dari praktik praktik korupsi. 

 

B. INTEGRITAS 

Integritas adalah hal yang mulai sangat jarang untuk di dapatkan saat ini. 

Beberapa orang tidak begitu mementingkan integritas karena beranggapan tak 

perlu untuk memilki integritas asalkan tujuan bisa didapatkan dengan mudah 

dan cepat. Tapi percayalah jika orang yangmemilki integritas akan selalu 

tampak berbeda bila dibandingkan dengan orang lain yang tidak memilki 

integritas. 

Integritas merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi 

dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-

prinsip, ekspektasi-ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang 

berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat. 

Integritas adalah suatu kepribadian seseorang yang bertindak secara 

konsisten dan utuh, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sesuai dengan 
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BAB VII  
KENDALA DAN TANTANGAN 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 
PEMBERANTASAN KORUPSI 

 

 

 

A. KEBIJAKAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA 

Keberadaan fenomena korupsi di Indonesia telah ada sejak Indonesia 

menyatakan kemerdekaannya melalui berdirinya negara Indonesia. Sejak 

berdirinya Indonesia telah meletakan berbagai kebijakan untuk memberantas 

praktik korupsi di Indonesia, bahkan Indonesiamembangun sistemnya untuk 

untuk melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Kebijakan 

regulasi pemberantasan korupsi bermula dengan berlakunya Peraturan 

Pemberantasan Korupsi No. Prt/PM-06/1957 yang diberlakukan oleh Jendral 

A.H. Nasution sebagai pemerintah militer saat itu dan berlaku mulai tanggal 

9 April 1957. 

Peraturan tersebut yang dikeluarkan oleh penguasa militer angkatan darat 

tersebut hanya berlaku untuk daerah kekuasaan angkatan darat. Terdapat dua 

rumusan kebijakan yang membantu dalam pemberantasan korupsi dalam 

peraturan tersebut yakni tiap perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan 

oleh setiap orang baik untuk kepentingan sendiri, maupun untuk kepentingan 

orang lain, ataupun juga untuk kepentingan suatu badan yang ditujukansecara 

langsung atau tidak ditujukan secara langsung menyebabkan kerugian 

keuangan atau perekonomian negara (Martiman Prodjohamidjojo, 2001). 

Selain itu juga diatur tentang perbuatan yang dilakukan oleh seorang 

pejabat Negara atau orang yang menerima gaji atau upah dari suatu badan 
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